SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir,

menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan
Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : H.Herman Suherman, ST., M.AP.
Alamat : Jalan Al-Muchtar Nomor 6 RT. 01, RW. 15, Desa
Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat.
2. Nama : H.R.A. Muhammad Solih Ibang, SH.
Alamat : Kp. Bobojong Kulon, RT. 04, RW. 06, Desa
Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten
Cianjur, Jawa Barat.
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024
memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H, M.H., Atika Yuanita Paraswaty, S.H, M.H.,
Rachmawati Putri, S.H., M.PP., M.Ag., Sadat Sitorus, S.H., Abhan, S.H, M.H.,
Ramdansyah, S.H., Ismail, S.H., Angga Reynady, H.P., S.H., Lia Rakhmawati, S.H.,
Deden Muharam Junaedi, S.H., M.H., Nurdin Hidayatulloh, S.H., M.H., Unang
Margana, S.H., M.H., Asep Mulyadi, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., Syahrian Us
Zainudin, S.H., M.H., Oon Suhendra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim
Hukum BHSI Menuju Cianjur Emas, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh,
Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa
Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama

Pemberi Kuasa; ---=--======mmmm e

Selanjutnya disebut sebagai------------------------ e Pemohon;

Terhadap



l. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berkedudukan di Jalan
Perumahan Hutan Kota Cianjur (Perum Hukoci RT. 002, RW. 006 Desa

Babakan Karet Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK.06.3-SU/3203/2025 bertanggal
7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H.,
Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana
Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida,
S.H., Lismayanti, S.H., M.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H.,
Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H.,
M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Boby Yudistira,
S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda,
S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah
Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril
Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H.,
Mutiara Putri Adelia, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah
advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners, beralamat di
Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-

sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;-------

Selanjutnya disebut sebagai-----------========m = rm e Termohon;
Il. 1. Nama . Dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG.
Alamat : Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 136, RT.

002, RW. 013, Desa Limbangsari, Kecamatan
Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

2. Nama : Ramzi
Alamat . Jalan Perkebunan | Nomor 12 RT. 007, RW. 006
Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren

Sawit, Jakarta Timur, Jakarta.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cianjur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/AS&P/02/2025 tanggal 03
Janurai 2025 memberi kuasa kepada L. Alfies Sihombing, SH.,M.H, Yeni Nuraeni,



SH., MH., Fastawati Poppy S, Sy., SH., MH., Lidya Indayani Umar, SH.,MH., Aep
Lukman Nulhakim, SH.,MH., Erlang Rio Pratama, SH.,MH., Sopirmas, SH., dan
Neng Siny Anggraeni, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm Alfies
Sihombing & Partners, beralamat di Jalan Cijagra Raya Nomor 61 Buah Batu,
Bandung- Jawa Barat, Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak
untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; ----------=-=-=-==m-mmmmm oo

Selanjutnya disebut sebagai mmmmmmmmm e e Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Cianjur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal

10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut
Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 09.31 WIB
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor
202/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki
dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Mahkamah hari
Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.14 WIB dan kemudian dicatat dalam
Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, 3 Januari
2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 200/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya
menguraikan hal-hal sebagai berikut:
I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota



menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah
Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan
perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;

3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada
Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun
2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 jo.
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024
Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September
2024, (Bukti P-2)

4. Bahwa Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua)
sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor: 2183 Tahun 2024
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024



Pasangan Calon Bupati dan .
No. _ . Partai Pengusul
Wakil Bupati

1. Partai Amanat Nasional.

2. Partai Bulan Bintang.

3. Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan.

H. HERMAN SUHERMAN, S.T., 4. Partai Demokrat.

1. M.AP dan H.R.A. MUHAMMAD 5. Partai Garda Republik Indonesia.

SOLIH IBANG, S.H 6. Partai Gelombang Rakyat
Indonesia.

7. Partai Kebangkitan Bangsa.

8. Partai Kebangkitan Nusantara.

9. Partai Persatuan Pembangunan.
1. Partai NASDEM.
dr. MUHAMMMAD WAHYU 2. Partai Gerakan Indonesia Raya.
2. FERDIAN dan RAMZI 3. Partai BURUH.
4. Partai  Solidaritas Indonesia.
5. Partai Umat.
Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.l., 1. Partai Keadilan Sejahtera.
3. MKP dan dr. NENENG EFA 2. Partai Golongan Karya.
FATIMAH., MH., M.Kes. 3. Partai PERINDO

Tabel 2
Daftar Nama Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun
2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024

No. | Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut




H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R.
1. 1 (satu)
A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H

2. | dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI 2 (dua)

3 Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.l., MKP dan dr. 3 (iga)
iga
NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes. J

5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun
2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta
Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu
ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang
diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30
WIB, sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No. Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Perolehan Suara

H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H.
1. 417.774

R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H

dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan
2. 442.321

RAMZI

Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.l., MKP dan dr.
3. 207.423

NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.

JUMLAH TOTAL
1.067.518

6. Bahwa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Penetapan Hasil
Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang
dilakukan oleh Termohon karena terdapat kecurangan yang merugikan

Pemohon secara signifikan;



7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah

Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

1.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan
Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan
bahwa “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (salah

satunya) “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;

. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan
pada hari Jum’at Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB,;
Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor
2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal
23 September 2024, dengan Nomor Urut 1, Pemohon adalah peserta
pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024,
dengan Nomor Urut 01;
Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi
Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, terdapat ketentuan mengenai
persentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara
tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU
Kabupaten Cianjur;
Bahwa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota;

Tabel 4

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota



No.

Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan
Jumlah Penduduk Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan
oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

<250.000 2%

> 250.000 - 500.000 1,5%

> 500.000 - 1.000.000 1%

> 1.000.000 0,5%

6.

Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk 2.543.000 jiwa. Berdasarkan
jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan
pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 %
dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan
oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan
oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Cianjur adalah sebesar 1.067.518 suara,
sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10
Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara
terbanyak adalah paling banyak 0.5% x 1.067.518 suara (total suara sah) =
5.337,59 suara;
Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara
antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu
Pihak Terkait adalah sebesar 24.547 suara;

Tabel 5

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.

Nama Pasangan Calon Perolehan Suara Selisih

Pasangan Calon Nomor Urut 1
417.774
(Pemohon)

Pasangan Calon Nomor Urut 2
. . 442.321
(Pihak Terkait) 24.547 suara

Pasangan Calon Nomor Urut 3 207.423




Total Suara Sah 1.067.518

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di atas

dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur,
sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang
dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa, pemilih tidak berhak
mencoblos, pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos, pemilih dalam DPT
tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, C-Pemberitahuan tidak terdistribusi,
Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Khusus) tidak memuat
komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sehingga diragukan kebenaran, TPS vyang
menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang, jumlah surat suara
pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat
suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemalsuan tanda tangan
pemilih dalam daftar hadir seperti Pemilih telah meninggal dunia tapi ada
tanda tangan dalam C-Daftar Hadir, kontak suara tidak tersegel/stiker,
penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/ penyusutan jumlah
TPS, C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak,
terhadap surat suara yang rusak tercoblos lebih dulu diterima pemilih
sehingga dinyatakan suara tidak sah, Surat Suara pemilih pemohon dibuat
tidak sah, minimnya sosialisasi, ketidakkonsistenan petugas KPPS
mengkategorisasikan DPTb Pindahan (DPTb) dan DPTb Khusus (DPK),
jumlah pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan C- Hasil, inkonsistensi

penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;

10.Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah

menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016
secara kasuistis [diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah
Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor
101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah
Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan
Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
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Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April
2021].

11.Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati,

walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.
Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum
Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah
dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain
vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret
2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18
Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal
18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021
bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-
XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor
51/PHP.BUP-XI1X/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah
Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian
terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU

10/2016 terhadap permohonan a quo;

12.Bahwa terdapat beberapa putusan di atas, Pemohon kutip pertimbangan

Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel di bawah ini:
Tabel 6

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Sengketa Pilkada -

No. Keterangan
PUTUSAN
Sengketa Hasil | MK mengenyampingkan ambang batas untuk
Pilkada Kabupaten | memeriksa substansi perkara sengketa hasil
Intan Jaya, Papua. Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK
1 Putusan Mahkamah | menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi

Konstitusi Nomor | kejadian atau keadaan luar biasa (force majeure)
50/PHP.BUP- pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil
XV/2017 mengenai | penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten

Perselisihan Hasil | Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan
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Pemilihan Bupati dan
Wakil
Kabupaten Intan Jaya
2017,
bertanggal 3 April
2017, paragraf [3.5].
him. 6.

Bupati

Tahun

tertundanya  penerbitan  Surat  Keputusan
mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk
melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih
terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan
(distrik) yang belum selesai direkapitulasi.

Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum
direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan
disimpan dalam keadaan aman dan tersegal.
Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil
penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah
terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang
masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan
putusan dengan memerintahkan dilakukannya
rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap
7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu
mempertimbangkan ambang batas Pengajuan
permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK
menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas
apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas
dilakukan, sehingga objek sengketa secara

definitif sebenarnya belum ada.

Sengketa Hasil
Pilkada Kabupaten
Puncak Jaya, Papua
Mahkamah

Nomor

Putusan

Konstitusi
42/PHP.BUP-
XV/I2017

Perselisinan

mengenai
Hasil

Pemilihan Bupati dan

Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil
Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017
hampir sama dengan apa yang terjadi dengan
Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten
Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20
distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten
Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya
tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara
data  otentik  formulir

karena  minimnya
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Wakil Bupati
Kabupaten  Puncak
Jaya Tahun 2017,
bertanggal 4  April
2017, paragraf [3.3],
huruf f, him. 88.

penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten
Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam)
distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai
rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil
pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak
Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI
justru meminta kepada MK agar memberikan
pengecualian penerapan ambang batas agar
memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang
belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten
Puncak Jaya.

Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-
XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat
bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya
adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan
putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten
Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya
pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik.
Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat
dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil
penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan
dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan
demikian, MK kembali mengenyampingkan
penerapan ambang batas untuk memerintahkan
dilakukannya pemungutan suara ulang dalam
Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.
Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan
Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon
sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten
Kepulauan  Yapen.  Akibatnya, Pemohon
memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi

penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten
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Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk
membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam
Pilkada  tersebut dengan dasar  Surat
Rekomendasi dari Panwaslih  Kabupaten
Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU
Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada
KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk
membatalkan Keputusannya tersebut, namun
surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika
tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka
mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman
pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah
mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten
Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan
tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017
bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa
tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang
tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari
KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI
dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan
insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut
MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu
kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada
tindakan insubordinasi sebagaimana yang
dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen,
sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk
dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi
Pemilihan Umum.

Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan
Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
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menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum
terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-
masing pasangan calon, sehingga tidak dapat
digunakan ketentuan ambang batas dalam
perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK
kemudian memerintahkan dilakukannya
pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua

distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Sengketa Hasil
Pilkada Kabupaten
Mimika
Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor
51/PHP.BUP-

XV/2018

Perselisinan

mengenai
Hasil

Pemilihan Bupati daN

Wakil Kabupaten
Mimika Tahun
bertanggal 17

September 2018, him.
69-71.

Dalam Pilkada serentak 2018 di

Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada

Kabupaten

Kabupaten Mimika mengajukan permohonan
sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah.
Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil
Pilkada

ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu

lainnya, MK menunda keberlakuan
permasalahan krusial yang didalilkan oleh para
Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat
Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8
(delapan) distrik.

Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka
dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil
terbukti, Pilkada
Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut
bahkan tidak sah,

dilaksanakan penyelenggara

perolehan suara. Apabila

karena

yang
sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh

akan dianggap

oleh

karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan
ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar
sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam
sekaligus memperoleh keterangan yang lebih

komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut,
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termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang
diajukan oleh masing-masing pihak Praktik
demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam
pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang
mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas
terlebih dahulu.

Setelah melalui proses pembuktian di hadapan
MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu
membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik
telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai
penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil
para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK
tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya
terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai
kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak
ada satu Pemohon pun yang memenuhi
persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK

memutuskan permohonan para Pemohon tidak

dapat diterima.

13.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon
memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan
keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan
Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember
2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024
pukul 14.30 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok
permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Cianjur Tahun 2024;

[ll. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2)

PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat
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diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak
diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU
Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295
Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Jum’at
tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;

3. Bahwa berdasarkan wuraian tersebut di atas, menurut Pemohon,
Permohonan Pemohon dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi hingga
pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan masih dalam tenggang
waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap
Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

IV. Dalam Pokok Permohonan
1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2024 sebagaimana Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal
6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember
Tahun 2024;

2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan
Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Hari Jumat tanggal
6 Desember 2024 di Indo Alam Ballroom Hotel yang kemudian ditetapkan
oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember
2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024
pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:
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Tabel 7
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
No. Nama Pasangan Calon Perolehan Suara
1. | Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) 417.774
2. | Pasangan Calon Nomor Urut 2 442.321
3. | Pasangan Calon Nomor Urut 3 207.423
Total Suara Sah 1.067.518
(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan
perolehan suara sebanyak 417.774 suara);
3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak

Terkait/Pasangan Calon Nomor 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat

pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat

signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan

jajarannya berupa:

a.
b.

C.

Pemilih tidak berhak tapi mencoblos,

Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos,

Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan,
C-Pemberitahuan tidak terdistribusi,

Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak
memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya,
TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang,

Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar

daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir seperti pemilih
sudah meninggal dunia tetapi ada tanda tangannya dalam C-Daftar
Hadir

Kotak suara tidak tersegel/stiker,

Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan
jumlah TPS,

C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak,
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|. Terdapat Surat Suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan
petugas KPPS,

m. Minimnya sosialisasi,

n. Ketidaktegasan petugas KPPS terhadap pengkategorian Daftar

Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan

o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sama/tidak sinkron dengan
surat suara yang digunakan,

p. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Cianjur Tahun 2024,

g. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran
administratif lainnya;
4. Bahwa uraian pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan

masif sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:

Termohon Mengakui Kesalahan Atas Kekacauan Penyelenggaraan
Pilkada Kabupaten Cianjur
Bahwa berdasarkan berita Media dan Youtube Rapat Pleno Termohon melalui
Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengakui kesalahan Termohon atas kekacauan
Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, kutipan pendapat Ketua KPU Kabupaten
Cianjur sebagai berikut
e “pihaknya belum maksimal dalam menyosialisasikan penyelenggaraan
Pilkada Cianjur 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah.
Sedangkan faktor lainnya, yaitu waktu yang terbatas, dan sosialisasi tidak
maksimal. Kami akan mencoba mengetahui lebih jelasnya penyebab
penurunan partisipasi masyarakat. Itu dilakukan agar Pilkada Cianjur ke
depannya tinggi," kata dia.
(Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Angka Partisipasi pada
Pilkada Cianjur Turun, Ketua KPU Ungkap Beberapa Penyebabnya,
https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/angka-partisipasi-pada-pilkada-

cianjur-turun-ketua-kpu-ungkap-beberapa-penyebabnya).
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, AYOBANDUNG.COM — Warga Cianjur yang memiliki hak pilih
was-was, lantaran hingga Sabtu, 23 November 2024 belum menerima surat
C pemberitahuan atau surat undangan ke Tempat Pemungutan Suara ( ).
Informasi yang dihimpun, warga di beberapa kecamatan mengaku belum
menerima surat C pemberitahuan atau C-6 sebagai dasar untuk mencoblos
ke TPS.

Tentu saja hal itu dikeluhkan ketua KPPS, karena biasanya surat
pemberitahuan tersebut diterima H-7 sebelum hari pencoblosan.

“lya biasanya kami terima surat C-6 itu H-7, karena ada waktu untuk mendata
dan membagikan, kalau sampai hari ini belum keterima, kami pasti
kerepotan,” ujar Ketua KPPS di Kecamatan Cianjur yang meminta namanya
tidak ditulis kepada ayobandung.com.

Bahkan, dia pernah menanyakan hal tersebut ke pihak PPS, jawabannya
belum menerima surat dari PPK maupun KPU Cianjur.

“Katanya sih belum menerima. Ada kendala apa?,” ujarnya.

Tidak hanya di Kecamatan Cianjur, warga Kecamatan Warungkondang
mengaku belum menerima surat undangan atau C-6 dengan alasan yang
tidak jelas.

“‘Belum nerima surat undangan, iya ya kenapa?,” ujar Ketua RT di Kecamatan
Warungkondang.

Divisi Teknis KPU Cianjur, Abdulatif mengatakan, pendistribusian sudah
dilakukan melalui PPK, PPS hingga KPPS untuk dibagikan.

“Tapi memang ada beberapa yang belum menerima,” ujar Abdulatif pada
ayobandung.com saat dihubungi melalui telepon pada Minggu, 24 November
2024.

Mengenai diduga adanya keterlambatan pendistribusian yang dikeluhkan
KPPS dan masyarakat, karena biasanya sudah dibagikan H-7 pencoblosan.
“Kita akui ada keterlambatan di percetakan, tapi sesuai dengan PKPU paling
lambat H-3,” katanya.***

(Berita di https://www.ayobandung.com/umum/7914018294/warga-was-was-
belum-terima-surat-c-pemberitahuan-pilkada-cianjur-2024).

Pengakuan Ketua KPU juga diakui dalam Sidang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara

Pilkada 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat serta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur Tanggal 6 Desember 2024.

b. Terlambatnya Distribusi C-Pemberitahuan Dan Pemilih Tidak Mendapatkan

C-Pemberitahuan

1. Bahwa PPS baru mendistribusikan C-Pemberitahuan kepada KPPS tanggal

25 November 2024, dua hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati
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dan Wakil Bupati Cianjur 2024 pada tanggal 27 November 2024, hal ini
dibuktikan dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS dan pernyataan
dari anggota KPPS ;

2. Bahwa pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

“‘KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada
Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga)
Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”;

3. Bahwa terlambatnya distribusi C-Pemberitahuan bukan hanya melanggar
Peraturan KPU tetapi menyebabkan banyaknya pemilih dalam Daftar Pemilih
Tetap tidak mendapatkan C-Pemberitahuan;

4. Bahwa kelalaian KPU yang tidak mendistribusikan C-Pemberitahuan adalah
salah faktor penting yang menyebabkan partisipasi masyarakat sebagai
pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun
2024 menjadi rendah, dibuktikan dari keseluruhan DPT berjumlah 1.816.668
sedangkan yang menggunakan hak suaranya hanya 1.122.283 atau sekitar
61,78%;

5. Bahwa kekalahan Pemohon lebih kecil dari Pihak Terkait juga adalah karena
kelalaian;

6. Bahwa C-Pemberitahuan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan
Pilkada Kabupaten Cianjur dikarenakan terjadinya re-grouping penyusutan
jumlah TPS antara Pileg dan Pilpres yang memuat jumlah pemilih maksimal
300 per TPS dengan Pilkada yang memuat jumlah pemilih maksimal 600 per
TPS;

Perbandingan jumlah TPS Kabupaten Cianjur antara Pileg, Pilpres dan
Pilkada;

Tabel 8
Jumlah TPS
Pileg & Pilpres Pilkada Selisih

Jumlah TPS 7.278 4.054 3.224
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7. Bahwa C-Pemberitahuan memuat komponen alamat TPS dari pemilih yang
terdaftar di dalam DPT. Pemohon mencontohkan di Kecamatan Cianjur
terdapat 11.704 C- Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan di Karang
Tengah terdapat 5.297 C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;

8. Bahwa Pemohon juga mendapatkan pernyataan-pernyataan Pemilih yang
tidak mendapatkan C-Pemberitahuan secara masif dengan secara sengaja
Termohon Tidak Menyampaikan C-PEMBERITAHUAN-KWK Untuk Memilih

pada Para Pemilih antara lain terjadi pada :

1. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Elis Susilawati tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

2. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Dadang Junaedi
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

3. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Agus Saepudin tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

4. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Mas Emah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
18 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

5. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sayu tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kel.
Sukamanah, Kec. Karangtengah.

6. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rizki Hasnan tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
12 Desa Hegarmanah, Kec. Cianjur.

7. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Della Mariana Ulfah
Karludin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk
memilih di TPS 11 Kel. Sawahgede, Kec. Cianjur.



22

8. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Tresnawati tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
01 Desa Bojong, Kec. Karangtengah.

9. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Fauzi Teguh
Pratama tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk
memilih di TPS 01 Desa Bojong, Kec. Karangtengah.

10. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Andi Sugandi tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
18 Kp. Ciharashas, Ds. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

11.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rini Octafiani tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
005 Kel/Desa Pamoyanan, Kec. Cianjur.

12.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Jamaludin tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
14 Kel/Desa Sukamanah, Kec. Karangtengah.

13. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Riza Krisdayana
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 01 Kel/Desa Sindangasih, Kec. Karangtengah.

14.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Juniardo Imanuel
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 7 Kel/Desa Sindang Jaya, Kec. Ciranjang.

15.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rifki Maulana
Sugandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk
memilih di TPS 5 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.

16. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rina Hastuti tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih (TPS
tidak disebutkan) di Kel. Palasari, Kec. Cipanas.

17.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Eni Diana tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 7
Kel. Sindang Jaya, Kec. Cikajang.

18.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Suhendar tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS

03 Kel. Pangadegan, Kec. Pagelaran.
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19. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Tata Suparman
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 02 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.

20.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Memed Aminudin
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 44 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.

21.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Paiskyl tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
04 Kel. Cibulakan, Kec. Cugenang.

22.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Mulyana tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
52 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.

23.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Pipik Taupik tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
24 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.

24. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Silvia Fratami tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
25 Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur.

25. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rizwan tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
08 Kel. Bojong Asih, Kec. Karangtengabh.

26.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Dewi Sinta tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
27 Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur.

27.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Saefuloh tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
02 Kel. Sindangkerta, Kec. Pagelaran.

28. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Robiah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

29.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Elis tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni
Kasih, Kec. Warung Kondang.
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30.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Muhammad Suryadi
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

31.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ucup Saefuoloh
tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di
TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

32.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Omim tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni
Kasih, Kec. Warung Kondang.

33.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ucup tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni
Kasih, Kec. Warung Kondang.

34.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, lwan Maumin tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

35.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Icoh Bin Ta'i tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

36.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Husen tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

37.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Junadi tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

38.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Yayah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

39.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Siti Paridah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
06 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

40.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Siti Maryam tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
02 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
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41.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rodiyah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
06 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

42.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Nenik Elis Hali
Ma'Tussadiah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK
untuk memilih di TPS 06 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

43.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Heri tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 07 Kel.
Rahong, Kec. Cilaku.

44.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sodian Rahmat tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
08 Kel. Rancagoong, Kec. Cilaku.

45.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Solibat Efendi tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
04 Kel. Mulyasari, Kec. Cilaku.

46. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Andri tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel.
Sirnagalih, Kec. Cilaku.

47.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Suhendi tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
09 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

48.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Anah tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 009 Kel.
Sirnagalih, Kec. Cilaku.

49.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ruci Nugraha tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.

50.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Enok Komariah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
07 Kel. Kertasari, Kec. Haur Wangi.

51.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Juariah tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS

008 Kel. Ciwalen, Kec. Sukaresmi.
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52.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sukirman tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
10 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.

53.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Lusi Susilawati tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
02 Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur.

54. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, lis tidak diberikan C.
PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA
TPS Kel. Bina Kasih, Kec. Warung Kondang.

55.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ai Rianan tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
06 Kel. Bina Kasih, Kec. Warung Kondang.

56. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ratib tidak diberikan
C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel.
TIDAK ADA KEL, Kec. TIDAK ADA KEC.

57.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ipa Wulandri tidak
diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS
TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

58.Terjadi pada tanggal 27 November 2024, A<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>